WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN

— Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin,
maka perlu mengatur Kedudukan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin,;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banjarmasin tentang Kedudukan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
o Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Rebublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan  Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah'
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN
PERANGKAT DAERAH KOTA KOTA BANJARMASIN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
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6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Banjarmasin.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin.

9. Sekretaris Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
selanjutnya  disingkat Sekretaris DPRD adalah
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin.

10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Banjarmasin.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Banjarmasin.

13. Kecamatan adalah Kecamatan Daerah Kota
Banjarmasin.

BAB 1II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kota
dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD
Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara
teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 5

Inspektorat adalah unsur pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur

yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
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Pasal 6

Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Badan adalah penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Kecamatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas
Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 10

Staf Ahli Walikota mempunyai tugas membantu Walikota
dalam bidang tertentu berdasarkan kualifikasi dan
keahliannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota yang belum dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal = Jonuexi S017

WALIKOTA BANJARMASIN, »~

(¥{ IBNU SINA

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR

S
Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2017
\ﬂ'\ SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
H. HAMLI KURSANI.
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